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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 23 serta implementasi e-Bupot Unifikasi pada Badan 

Pengelola Apartemen XYZ, dengan menggunakan data perhitungan PPh Pasal 23 

bulan April 2022 sampai dengan bulan April 2023. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis kualitatif deskriptif dimana peneliti mengumpulkan data mengenai 

PPh Pasal 23 dari Badan Pengelola Apartemen XYZ, kemudian data tersebut 

dianalisis kesesuaiannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku untuk nantinya 

ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi pada 

Badan Pengelola Apartemen XYZ masih belum sesuai dengan regulasi perpajakan 

yang berlaku. 
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF UNIFICATION E-BUPOT IN 

CALCULATION, PAYMENT, AND REPORTING OF INCOME TAX 

ARTICLE 23 ACCORDING TO REGULATION OF THE DIRECTOR 

GENERAL OF TAXES NUMBER PER-24/PJ/2021 (CASE STUDY OF XYZ 

APARTMENT MANAGEMENT AGENCY) 

 

By 

 

Aninditha Hafsari Putri 

 

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to find out the process of calculating, payment, and 

reporting Income Tax Article 23 as well as the implementation of the Unification e-

Bupot at the XYZ Apartment Management Agency, using data for calculating 

Income Tax Article 23 from April 2022 to April 2023. This study used a descriptive 

qualitative analysis method where the researcher collects data regarding Income 

Tax Article 23 from the XYZ Apartment Management Agency, then the data is 

analyzed for compliance with the applicable tax regulations for later conclusions 

to be drawn. The results of this study indicate that the calculation, payment, and 

reporting of Income Tax Article 23 using the Unification e-Bupot at the XYZ 

Apartment Management Agency is still not in accordance with the applicable tax 

regulations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses transformasi kondisi perekonomian 

suatu negara secara berkelanjutan menuju perbaikan yang signifikan dalam periode 

tertentu (Lesfandra, 2021). Pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pajak memiliki 

peran penting dalam penerimaan negara dan memiliki peran yang besar dalam 

pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pajak dapat dikatakan sebagai 

faktor yang mempengaruhi roda pemerintahan karena besarnya peran penerimaan 

pajak terhadap penerimaan negara dan pembangunan ekonomi (Sihaloho, 2020). 

Oleh karena itu, pemerintah seringkali mengingatkan pentingnya kontribusi aktif 

dari seluruh masyarakat dalam pembayaran pajak agar tujuan pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi Indonesia berjalan dengan lancar.  

Sumampouw & Wangkar (2022) menyatakan pajak  iuran yang dibayar oleh 

rakyat yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung untuk membiayai 

pengeluaran negara. Berdasarkan buku Resmi (2019), ada tiga jenis sistem 

pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yaitu Official 

Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System. Setelah 

perubahan kebijakan perpajakan pada tahun 1983 yang dikenal sebagai era 

reformasi perpajakan, Indonesia mengadopsi dan terus menggunakan Self 

Assessment System hingga saat ini. Sebelumnya, di era kolonial Belanda, Indonesia 

menerapkan Official Assessment System. Penggunaan Self Assessment System 

memiliki konsekuensi di mana Wajib Pajak memiliki hak untuk menghitung sendiri 

jumlah pajak yang harus mereka bayar. Dalam beberapa kasus, situasi ini dapat 

mengakibatkan adanya pelanggaran dalam penghitungan karena Wajib Pajak akan 

berupaya membayar jumlah pajak seminimal mungkin (Pajakku, 2020).  

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang 

menggunakan With Holding System. Pajak Penghasilan juga merupakan salah satu 

jenis pajak yang paling potensial. Resmi (2019) mengatakan bahwa Pajak        
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Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan yakni PPh 

Pasal 23 yang merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, 

penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 

Pasal 21 (Online Pajak, 2022). Pengenaan PPh Pasal 23 diharapkan dapat 

memberikan stimulus bagi pertumbuhan usaha UMKM dan sektor informal 

lainnya, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut. Namun, dalam 

praktiknya, terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama terkait dengan pelaporan 

dan pembayaran pajak. 

Di era modern yang serba digital seperti sekarang ini, berbagai kemajuan 

teknologi informasi internet telah memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi 

masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin pesat telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor 

kehidupan, termasuk sektor pemerintahan. Salah satu bentuk implementasi 

teknologi informasi di sektor pemerintahan dengan menerapkan sistem pelayanan 

publik berbasis elektronik (e-government)  (Karina & Simanjuntak, 2022).  Di era 

digital ini, kemajuan teknologi informasi memiliki manfaat yang tidak hanya 

dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

untuk meningkatkan pelayanan perpajakan. DJP terus berinovasi dengan ide-ide 

baru guna mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

(Bawazier, 2021). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan inovasi dengan 

meluncurkan sebuah aplikasi berbasis web yang disebut e-Bupot PPh Pasal 23/26, 

yang digunakan untuk bukti pemotongan pajak penghasilan. Mulai bulan 

September 2020, aplikasi ini telah diterapkan untuk semua Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) di Indonesia yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan Pasal 26. 

Melalui inovasi dalam sistem perpajakan ini, Direktorat Jenderal Pajak berharap 

dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam proses pembuatan bukti 

pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26. Peluncuran 

aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 ini dinilai memberikan banyak manfaat bagi 

Wajib Pajak, antara lain seluruh data Wajib Pajak dijamin keamanannya karena 

seluruh isinya disimpan dalam server Direktorat Jenderal pajak. Selain itu, aplikasi 
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ini juga dianggap dapat menghemat waktu karena Wajib Pajak yang melakukan 

pemotongan tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

terutama di era pandemi Covid-19 saat ini sehingga dapat mengurangi rantai 

penyebaran Covid-19 (Arianty, 2023). 

Seiring berjalannya waktu, Direktorat Jenderal Pajak kembali 

menghadirkan sistem baru dalam perpajakan dengan meluncurkan aplikasi baru 

bernama e-Bupot Unifikasi yang diberlakukan secara nasional mulai tahun 2022. 

Hal ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 

yang berisi tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti 

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan 

Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Secara keseluruhan, e-Bupot 

Unifikasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan e-Bupot PPh Pasal 23/26, yang 

membedakannya e-Bupot Unifikasi dapat memotong dan memungut berbagai jenis 

PPh tidak hanya PPh Pasal 23 dan Pasal 26 saja. Beragamnya jenis SPT Masa PPh 

yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dikhawatirkan dapat menimbulkan 

kesulitan karena setiap SPT memiliki format dan tata cara pengisian yang berbeda. 

Dengan demikian, e-Bupot Unifikasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar dan 

solusi untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang ingin memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Badan Pengelola Apartemen XYZ yang terletak di Kawasan Mega 

Kuningan, Jakarta Selatan adalah suatu entitas Badan Pengelola (BP) yang 

memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan Bagian 

Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, serta pemeliharaan dan perbaikannya. 

Badan Pengelola ini merupakan organisasi non profit karena sumber dana untuk 

membiayai pengelolaan dan pemeliharaan bangunan Strata Title diperoleh melalui 

pengumpulan Iuran Pengelolaan dari anggota Perhimpunan Penghuni, yang terdiri 

dari Maintenance Fee dan Sinking Funds. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Badan 

Pengelola ini menggunakan berbagai jasa dalam rangka pengelolaan dan 

pemeliharaan gedung atau bangunan apartemen tersebut. Oleh karena itu, Badan 

Pengelola Apartemen XYZ sebagai pengguna jasa diwajibkan untuk melakukan 

pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakannya. Berlakunya peraturan baru 

mengharuskan Badan Pengelola Apartemen XYZ berganti membuat bukti potong 



4 
 

 

Politeknik Negeri Jakarta 

PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terdapat pada laman 

resmi DJP Online, yang sebelumnya menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 

23/26. 

Sebagai Wajib Pajak yang patuh, Badan Pengelola Apartemen XYZ harus 

menjalankan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan 

regulasi perpajakan yang berlaku. Mereka memiliki tanggung jawab untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku, terutama mengacu pada Pasal 23 pada Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang 

mengatur pembayaran pajak atas jasa. Selain itu, Badan Pengelola Apartemen XYZ 

juga harus mematuhi kewajiban perpajakan lainnya, seperti memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dengan mendaftarkan diri di kantor pajak. Melaksanakan 

semua kewajiban perpajakan ini penting agar Badan Pengelola Apartemen XYZ 

memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Penerapan E-Bupot 

Unifikasi Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 

(Studi pada Badan Pengelola Apartemen XYZ)” 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

E-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi bukti pemotongan digital yang 

dibuat oleh instansi pemerintah untuk menggantikan e-Bupot PPh  Pasal 23/26. 

Pada e-Bupot Unifikasi dapat memotong dan memungut berbagai jenis PPh, yakni 

PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. 

Sehingga, e-Bupot Unifikasi dianggap lebih memudahkan dalam pengelolaan 

pelaporan pajak. Sebagai suatu entitas perusahaan yang menggunakan jasa, Badan 

Pengelola Apartemen XYZ termasuk dalam kategori perusahaan yang diwajibkan 

untuk menggunakan e-Bupot Unifikasi dalam proses pelaporan perpajakan. Sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-24/PJ/2021, Badan Pengelola Apartemen XYZ memiliki kewajiban untuk 
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menggunakan e-Bupot Unifikasi karena mereka harus menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi jasa 

yang dilakukan. 

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sudah 

seharusnya setiap Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 

dalam hal ini contohnya dengan ikut menerapkan aturan-aturan baru yang 

diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Realisasi kepatuhan Wajib Pajak 

dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak pada 

tahun 2022 mencapai 83,2%. Laporan ini disampaikan pada pertengahan Januari 

2023 oleh Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Angka 

tersebut sebenarnya lebih rendah dari capaian tahun 2021 yang sebesar 84,07%. 

Namun, kinerja ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%.  

Ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya memiliki peran yang 

sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai 

sumber pendapatan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan berdampak positif 

terhadap peningkatan pendapatan pemerintah. Hal ini pada akhirnya akan 

memengaruhi peningkatan alokasi anggaran negara untuk sektor-sektor dan 

pemerintahan di bawahnya (Christin, 2017). Adapula sejak berlaku penuh pada 

bulan April 2022, DJP menerima banyak keluhan mengenai e-Bupot Unifikasi. 

Kebanyakan Wajib Pajak bertanya ketika mengalami kendala dalam penggunaan 

aplikasi e-Bupot Unifikasi, seperti server yang error ketika input bukti potong atau 

mengalami gagal validasi (DDTC News, 2022). Dengan adanya peran teknologi 

dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, menimbulkan keingintahuan untuk 

menganalisis implementasi e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan dan pelaporan SPT 

Masa PPh Pasal 23 dan menganalisis kepatuhan perpajakan pada Badan Pengelola 

Apartemen XYZ. Selama penggunaan e-Bupot Unifikasi ini, Badan Pengelola 

Apartemen XYZ mengalami beberapa kendala, maka penulis juga ingin 

menganalisis kendala dan efektivitas penggunaan e-Bupot Unifikasi pada Badan 

Pengelola Apartemen XYZ. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah 

dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan penelitian yang 

muncul adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada 

Badan Pengelola Apartemen XYZ? 

2. Bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan dan pelaporan SPT 

Masa PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ? 

3. Apakah Badan Pengelola Apartemen XYZ sudah memenuhi syarat wajib pajak 

patuh? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang 

telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menganalisis proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada 

Badan Pengelola Apartemen XYZ. 

2. Menganalisis penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan dan pelaporan 

SPT Masa PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ. 

3. Menganalisis kepatuhan Badan Pengelola Apartemen XYZ dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka besar harapan penulis dapat 

memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa masukan dan informasi tambahan 

yang berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan mereka tentang perpajakan, terutama dalam konteks penerapan 

SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi. 

2. Manfaat Teoritis 
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a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan sumber referensi yang 

berguna bagi penulis lain mengenai penerapan e-Bupot Unifikasi dalam 

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. 

b. Besar harapan penulis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi 

dan informasi bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian dengan 

topik yang sama atau yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, disusun suatu struktur penulisan yang 

dirancang untuk memfasilitasi pembahasan dan memudahkan pemahaman para 

pembaca terhadap konten penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan yang 

diterapkan dalam penelitian ini: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, terdapat uraian mengenai latar belakang permasalahan yang 

menjadi landasan dalam pemilihan judul penelitian ini, perumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

penulisan yang digunakan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, terdapat uraian mengenai berbagai teori yang terkait dengan 

penelitian ini, yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, dan artikel. Materi 

tersebut akan digunakan sebagai landasan bagi penulis dalam 

mengembangkan pembahasan penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, subjek dan 

objek penelitian, jenis data yang digunakan dan sumbernya, metode 

pengumpulan data, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data 

yang akan diterapkan oleh penulis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi laporan hasil penelitian beserta pembahasan hasil 

penelitian. 
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini, terdapat rangkuman kesimpulan serta saran yang ditujukan 

kepada pihak terkait dalam penelitian ini. 

 



 

52 
   

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perhitungan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, implementasi e-Bupot Unifikasi, serta 

kepatuhan Wajib Pajak bersama Bapak Ismail selaku staf pajak pada Badan 

Pengelola Apartemen XYZ didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses perhitungan PPh Pasal 23 di Badan Pengelola Apartemen XYZ telah 

dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tarif perhitungan 

yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Namun, terdapat keterlambatan dalam penyetoran PPh Pasal 23, yang tidak 

sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selain itu, ada juga pelaporan PPh 

Pasal 23 yang dilaporkan melewati batas waktu yang telah ditetapkan dan tidak 

sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007. Meskipun demikian, proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 

23 telah dilakukan secara daring melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. 

2. Badan Pengelola Apartemen XYZ telah melaksanakan implementasi aplikasi 

e-Bupot Unifikasi sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yaitu 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Seluruh proses, 

mulai dari perekaman bukti potong, pembuatan kode billing elektronik untuk 

penyetoran pajak, pembuatan SPT Masa PPh, hingga pelaporan SPT Masa PPh, 

telah dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. 

3. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan syarat Wajib 

Pajak patuh yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan syarat Wajib Pajak 

patuh yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria 

Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran 

Pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, Badan Pengelola Apartemen XYZ 

belum memenuhi salah satu syarat yang disebutkan untuk menjadi Wajib Pajak 
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yang patuh. Salah satu syarat yang belum terpenuhi adalah pembayaran pajak 

yang tepat pada waktunya serta penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat 

waktu. Namun, Badan Pengelola Apartemen XYZ telah memenuhi kriteria 

kepatuhan formal dan kepatuhan materiil sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak 

telah memahami peraturan yang berlaku, mampu mengisi formulir dengan 

akurat dan benar, melakukan perhitungan pajak dengan tepat, dan tidak terlibat 

dalam tindak pidana perpajakan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah: 

1. Disarankan agar staf pajak di Badan Pengelola Apartemen XYZ membuat 

bukti potong, membuat kode billing elektronik, dan menyampaikan SPT Masa 

PPh Pasal 23 dengan lebih awal. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya masalah seperti error pada website DJP Online atau 

kegagalan server pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. 

2. Hendaknya staf keuangan dapat membuat voucher pembayaran lebih awal, 

sehingga walaupun menunggu tanda tangan yang lama dari pihak account 

payable tetapi setidaknya tidak melebihi dari batas waktu pembayaran dan 

pelaporan pajak. Dengan demikian, staf pajak tidak telat untuk membayarkan 

dan melaporkan pajak. 

3. Disarankan agar peneliti selanjutnya berupaya untuk tetap mengikuti dan 

memperbarui informasi terkini mengenai peraturan dan perkembangan 

perpajakan, baik melalui sumber berita maupun media sosial. Hal ini bertujuan 

agar referensi data penelitian menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. 
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